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BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tumaluntung, 
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 
pembangunan jalan tol Manado – Bitung belum sepenuhnya terlaksana.Ada 
beberapa pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima dan 
menolak pemberian ganti kerugian dengan alasan yaitu,pertama karena 
pemegang hak milik atas tanah yang belum menerima ganti kerugian masih 
menunggu tahap pemberian ganti kerugian berikutnya. Kedua,  pemegang 
hak milik atas tanah menolak ganti kerugian karena nilai ganti kerugian 
tidak sesuai dengan nilai tanahnya dan untuk tempat usahanya (warung) 
tidak dinilai. 
2. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan 
tol Manado – Bitung dalam bentuk uang sudah memberikan perlindungan 
hukum terhadap bekas pemegang hak milik atas tanah karena sebagian besar 
pemegang hak milik atas tanah yang terkena pengadaan tanah sudah 
menyetujui bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan panitia 
pengadaan tanahmeskipun masih ada yang belum menerima ganti kerugian 
karena menunggu tahap pemberian ganti kerugian selanjutnya. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepadapanitia 
pengadaan tanah pembangunan jalan tol Manado – Bitung bahwadalam 
menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian harus berdasarkan 
musyawarah karena pemegang hak milik atas tanah mempunyai hak untuk 
memilih bentuk ganti kerugian selain uangdan waktu pelaksanaan pemberian 
ganti kerugian ditentukan secara pasti sehingga dapat diketahui oleh pemegang 
hak milik atas tanah. 
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